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12. Keputusan Presiden Nomor

Penyusunan Peraturan Perundan

13, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat 1l Barifo Selatan

Nomor * 4 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil;



aturan Daerah No. 23 Tahun 2000 tentang pE’ﬂDén‘iu*{aﬂ Susunan
C‘vr_eaﬁisas% Perangkat Daeran Kabupaten Barito Seiatan.
- Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
MEMUTUSKAN !
Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TENTANG
i INGAN HIDUP KABUPATEN BARITO
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an Lingkungan adalah Badan Pengendaiian Dampax Lingkungan
Hidup Kabupaten Barito Seiatan | BAFPEDAL J
6

Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua b
mahiuk hidup, termasuk manusia dan pe

i

henda, dava, keadaan dan
perikehidupan dan kesejahteraan manusia serfa m

rilaku vang mempengaruhi kelangsungan
2 mahiuk hidup lainnya
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Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar

dan terencana yang memadukan fingkungan nidup fermasuk sum ber daya kedaiam
proses pembangunan untuk me njamin kemampuan kesejahteraan, dan mutu hidup

hﬁu;;

Pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah upaya melindungi kemampuarn

lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negafif vang
ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia

dan mahluk hidup fainnya ;

Dava tampung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerabD
zat enerqi dan atau kompon i lain vang masuk atau dimasukan keda ia nya |
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7 Kriteria baku kerusakan fingkungan hidup adalah ukuran batas perubahan sifat fisik dan

atau hayati lingkungan hidup yang dapat ditenggang ,

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang m menimbulkan peru ybahan langsungd
atau tidak langsung terhadap sifat fisik dan atau hayafinya yang meﬁg@ksb._.?_kan
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untuk menjamin  kesir

meningkatkan kuaiitas nilai serla keanekaragamannya |

20. Limbah adalah sisa suatu usaha dan atau kegiatan ;
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24 Dampak lingkungan hidup adalah pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang

diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan |

oE

~7 Audit lingkungan hidup adaiah proses evaluasi yang dilakukan oleh penanggung jawab

ersyaratan nukum yang

8 Orang adalah perseorangan dan atau kelompok orang orang dan atau padan hukum.
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d. Terlindunginya %-'\‘a"fsupaieﬁ Barito Selatan terhadap dampak usaha dan afau kegiatan
yang menyebabkan pencemaran dan / atau p"‘ﬂgemsak-‘r lingkungan hidup dan

sebaliknya jangan membuat cemar di wilayah ke daerah iain

e Tercapainya kelestarian fungsi lingkungan hidup di daerah Barito Selatan ;

oty

(1) !

{2) Setiap

ran dalam pengelclaan !ingk gan hidup.

(3) Setiap orang memsmxfa' hak berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup
sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 6

(1) Setiap orang berkewajiban memelinara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta

mencegah dan menangguiangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

N
s

o

i

(1) Setiap orangd mempunyai kesempatan yang sama dan seluasnya untuk berperan serta

.

jalam pengelolaan lingkungan hidup.

i
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b, Menumbuh kembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat.
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pengeloiaan lingkungan agar

lingkungan.
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(2) Untuk melaksanakan kefer ntuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut

Pemeriniah Daerah :
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Mengembangkan program pendanaan, pajak dan retribusi lingkungan bagi upaya

De&sganan !UI’IQSI ilnGKgﬂQaﬂ *‘?nGLyD sesual de*man DEFETUFQT‘ Dewndaﬂaan vang

beriaku.
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f  Mengatur setiap kegiatan usaha yang mengakibatkan dampak penting dan fidak

terlalu penting bagi masyarakat dan fungsi lingkungan hidup, agar dibuat suaiu
Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang perupa dokumen RKL dan RPL bagi

3 5] smiom e

dampak penting dan UKL dan UFPL bagi dampak yang fidak teriaiu penting sesuai

Mewajibkan bagi setiap kegiatan usaha untuk membuat dokumen Amdal vang

0

meliputi © Kerangka Acuan ( KA ), Analisis Dampak Lingkungan { ANDAL },

RKL / RPL atau UKL / UPL sebelum kegiatan usaha dilaksanakan dan

dipresentasekan di Barito Selatan.
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Dalam rangk:

a. Mewuiudkan, menumbuhkan, mengembangkan dan meningkatkan kesadaran dan

tanggung jawab para pengambil keputusan dan kesadaran masyarakat dalam

pengeiolaan lingkungan hidup ;

i
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memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup { AMDAL ).

&7

2} Tata cara penyusunan dan penilaian AMDAL ditetapkan oleh

sesuai peraturan yang berlaku.
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{4} Setiap penanggung jawab usaha dan / atau Kegiatan wajib meiakukan pengeloiaan

h bahan berbahaya dan beracun.

(5) Pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun meliputi . menghasilkan,

mengangkut, mengeloia, menyimpan, menggunakan, dan / atau membuang.

s harhahova dan bharao in r‘h abir Ik
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dennan Peraturan |
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(4) Dalam menerbitikan izin melakukan usaha dan izin fingkungan dan /atau kegiatan wajib

diperhatikan :

)

0

o Aan f ata
HE far g o fot = Ry

d. Keputusan izin melakukan usaha dan/ atau kegiatan wajib giumumKan.

e Lokasi Pembangunan tempat usahavang mempunyai dampak fingkungan terhadap

lingkungan hidup mini imal 500 meter dari daeran Oemuszan
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(2} Penanggung jawab usaha atau kegiatan yang diminta keterangan sebagaimana

@

(4

dimaksud pada ayal {1y wajib memenuhi permintaan pe tugas pengawas se ai dengan
ketentuan perundangan yang berlaku.

) Setiap gengawas wa_gib mempe.r!éhatkan surat tugas dan / atau tanda p pengenal serta

Bagian Keftiga

Penegakan Hukum

-~

Pasal 18

1) Bupati berwenang melakukan paksaan pemerintahan terhadap penanggung jawab

usaha dan / atau kegiatan untuk mencegah dan mengakhiri terjadinya pelanggaran,

erta menanggulangl akibat yang ditimbuikan oleh suatu pelanggaran, melakukan

tindakan penyelamatan, penan ggulangan dan / atau pemulinan atas beban piaya
penanggung jawab usaha dan / atau kegiatan, kecuail giteritukan lain berdasarkan

) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada avat (1) dapat diserahkan kepada

Rapedalda Kabupaten Barito Selfatan dan / atau Instansi / Dinas Teknis dengan

ketetapan tersendiri.

) Pihak ketiga yang berkepentingan berhak mengajukan permohonan kepada pejabat

yang berwenang untuk melakukan paksaan pemerintahan, sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dan (Z}.

Paksaan pemerintahan

denoan surat nerintah dari r\agahgt vang herwenang,

AWM

(4% T
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PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAI

Bagian Periama

gl g
HESE S

(1) Pemerintan dan / atau masyarakat membentuk lembaga penyediaan jasa pelayanan

U jasa pihak ketiga vang persifat bebas
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Bagian Ketiga
Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui Pengadilan
Ganti Rugi

Pasal 26

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan
hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan
penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk membayar ganti rugi atau melakukan

tindakan tertentu.

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas sefiap hari

keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Tanggung Jawab Mutlak

Pasal 27

(1) Setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang usahanya dan / atau kegiatannya
menimbulkan dampak besar dan penting terhadap fingkungan hidup, yang
menggunakan bahan berbahaya dan beracun, bertanggung jawab membayar ganti rugi
secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran atau perusakan

fingkungan.

(2) Penanggungd jawab usaha dan / atau kegiatan dapat dibebaskan dari ketentuan pada
ayat (1) diatas jika yang bersangkutan dapat membuktikan bahwa pencemaran dan /

atau perusakan lingkungan disebabkan oleh salah satu alasan di bawah ini :

a Adanya bencana aiam atau peperangan,

b, Adanya Keadaan terpaksa diluar Kemampuan manusia,

Adanya tindakan pihak ketiga yang menyebabkan terjadinya  pencemaran

o

lingkungan hidup.

Dalam hal terjadinya kerugian yand disebabkan oleh pihak ketiga sebagaimana

W

dimaksud pada ayat (2) diatas, maka pihak ketiga pertanggungd jawab membayar ganti

rugi.
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Bagian Keempat
Hak Masyarakat dan Organisasi Lingkungan Hidup

Untuk Mengajukan Gugatan

Pasal 28

(1) Masyarakat dan organisasi fingkungan hidup berhak mengajukan gugatan perwakilan

r—
w
Ry

17

el ;s MIASTEN Y anmlob linaakid
atacara pengajuan gugatan masalah Ingru

ke pengadilan dan atau melaporkan ke penegak hukum mengenai berbagai masalah

lingkungan hidup yang dianggap merugikan masyarakat.

Jika diketahui bahwa masyarakat menderita karena akibat pencemaran atau perusakan
lingkungan hidup sehingga mempengaruhi perikehidupan pokok masyarakat, maka
instansi Pemerintah yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dapat

bertindak untuk kepentingan masyarakat.

Dalam rangka pelaksanaan tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sesuai
dengan pola kemitraan, organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan untuk

kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Hak gugatan tersebut terbatas pada tuntutan untuk hak melakukan tindakan tertentu
a

tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau tuntutan yang riil ( nilai ekonomi )

dan

i

(e}

ugatan biaya atau nilai — nilai sosial budaya {non ekonomis ) yang rusak / punah.

L ek Y

Organisasi lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan sebagaimana ayal (o) diatas

aimil o thi nEereavs .
apabila memenun persayaratan

a  Berbentuk badan hukum atau yayasan yang pergerak di bidang lingkungan hidup.

b. Dalam anggaran dasar organisasi  lingkungan hidup vyang persangkutan

menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya hanya untuk kepentingan
pelestarian lingkungan hidup.

o Telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasar.

ieili f P T @ + " = B s Al ilansak Dar S miatar
d. Berdomisili / nerkedudukan / terdaftar secara Rukum di wilayah Barito Setaian.

Hak masyarakat / perorangan / hak adat dapat mengajukan gugatan atas kerusakan

I

el M ST VS Aialmrnirs
lingkungan yang gialamiiiya.

Jdan giau
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riegen Sipll tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang

khusus sebagai Penyidik untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana di bidang

Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Undang — undang Nomor ! 23 Tahun

418497 fentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat ( 1) adalah

')

[

menerima, mencar, menyimpulkan dan meneliti keterangan atau laporan
berkenaan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup agar keterangan atau

laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau
badan tentang kebenaran perbuatan yand dilakukan sehubungan dengan tindak

pidana di bidang Lingkungan Hidup tersebut;

menerima keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan

dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup,

memeriksa buku — buku, catatan — catatan dan dokumen — dokumen lain berkenaan

dengan tindak pidana di bidang Lingkungan Hidup;

melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan

dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut,

meminta bantuan tenaga ahii dalam rangka pelaksanaan tugas Penyidik tindak

pidana di bidang Lingkungan Hidup;

menyuruh berhenti dan atau melarang sesorang meninggalkan ruangan atau
tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang

atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf €,

memotret seseorang yang perkaitan dengan tindak pidana di bidang Lingkungan

Hidup;

memanggil orang untuk mendengar keterangannya dan diperiksa sebagai

tersangka dan sakst;

menghentikan Penyidikan,
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K melakukan tindakan lain yang periu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana
di bidang Lingkungan Hidup menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) memberitahukan dimulainya
Penyidikan dan menyampaikan hasil Penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang — undang Nomor : 23 Tahun 1987 tentang

Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31
(1) Barang siapa dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran
dan pengerusakan lingkungan diancam Pidana Penjara paling lama 10 ( sepuiuh )
tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,- ( lima ratus juta rupiah ).

(2) Jika tindak pidana sebagaimana ayat (1) tersebut diatas mengakibatkan orang mati
atau luka berat atau cacat seumur hidup, pelaku tindak pidana diancam Pidana
Penjara paling lama 15 ( lima belas ) tahun atau denda paling banyak

Rp. 750.000.000,- ( tujuh ratus lima puluh juta rupiah ).

(3) Barang siapa oleh karena kealpaannya melakukan perbuatan yang mengakibatkan
pencemaran atau kerusakan lingkungan diancam Pidana Penjara paling lama 3 (tiga)
tahun atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,- ( seratus juta Rupiah ).

(4) Jika tindak pidana sebagaimana ayat (3) diatas mengakibatkan orang mati atau luka
herat atau cacat seumur hidup pelaku tindak pidana diancam Pidana Penjara paling
tama 5 (lima ) tahun atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,- ( seratus lima puluh

g b

iy ke remiamde Y
juta rdpian .

(5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) sampai {4 diatas adalah kejahatan.
Pasal 32

Selain ketentuan pidana dimaksud pasal 31 diatas pelaku yang mengakibatkan

pencemaran atau kerusakan lingkungan dikenakan sanksi administratif berupa:

a. Perampasan Kkeuntungan perusahaan yang diperoleh dari tindak pidana dan

/ atau
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Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan dan / atau
Perbaikan akibat tindak pidana dan / atau

Q. o o

Mewajibkan mengerjakan apa yang dilakukan tanpa hak dan / atau

®

Meniadakan apa yang dilalaikan tanpa hak dan / atau

iy

Menempatkan perusahaan dibawah pengampunan selama 3 ( tiga ) tahun.

BAB X
PENUTUP

e mesl
Fasal 3

[V

Hal — hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati

sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap crang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini  dengan
penempatannya dalam lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Disahkan di Buntok
pada tanggal 9 April 2002

e

mam SELATAN,
2 :://_. ?3\

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 10 April 2002
it SEKRETARIS DAERAH

Drs. “AR U8 SWGARACA
«6mbma Tingkat |

NiP. 010 071 992

;)i“id & & 7'4- ’».-‘.iﬁ; £ 4 ha

WMAT
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN

TAHUN 2002 NOMOR @



